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A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan penting dalam realita
kehidupan manusia. Dengan adanya sebuah perkawinan maka rumah tangga dapat
dibangun dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam
pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.'

Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak
lengkap, karena kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna
secara realitas, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil
mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa saja
terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama.

Padahal secara rasional dan hitungan matematis, pasangan tersebut
sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari
kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan
kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak- anak

mereka. Anak secara alamiah sebagai makhluk Tuhan yang membutuhkan

! Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



perlakuan dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan potensinya,
sehingga tercerabutnya anak dari keadaan demikian berpotensi menghambat
pencapaian kesejahteraan jiwa dan perkembangan yang optimal.? Secara lahiriyah,
mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendati pun
yang ditunggu belum juga tiba untuk memperoleh keturunan, karena
disebabkan oleh beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi
ekonomi atau ketidak siapan mental untuk mengasuh dan mendidik anak, namun
mereka tidak dapat menghindar, karena kelahiran anak.

1. Status Anak Luar Nikah Dalam UU. No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut hukum perkawinan
Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua yaitu pertama, anak sah dan
kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. 1
Tahun 1974 pasal 42: "Anak sah adalah dalam anak yang dilahirkan dalam
atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) pasal 99 yang menyatakan anak sah adalah :

a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan
oleh istri tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang
dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan

dalam poin:

2 Yuli Fajar Susetyo, Mengembangkan Perilaku Mengajar Yang Humanis, (Jakarta: Warta
Hukum dan Perundang-Undangan Vol. 8 No. 2, 2007), hal. 26.



a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal
43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak
yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab

dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Keanekaragaman bangsa Indonesia membuat masyarakat Indonesia
mempunyai kultur tersendiri yang bisa menjadi penghalang masyarakat Indonesia
untuk membangun. Perubahan tidak langsung diterima dengan mudah sehingga
hukum - hukum baru sulit untuk dijalankan. Contoh perkawinan harus dicatatkan.
namun kenyataannya masih tetap saja ada perkawinan yang tidak dicatatkan
(pernikahan bawah tangan) dengan berbagai alasan. Padahal akibat yang
ditimbulkan dari tidak tercatatnya perkawinan itu sangat besar sekali. Akibat itu
bukan hanya berpengaruh pada diri sendiri melainkan akan berpengaruh juga
kepada anak - anak mereka. Disinilah permasalahan yang akan diteliti langsung

oleh peniliti. Hak-hak anak mulai dipertanyakan.’

Manusia itu sudah mendapatkan haknya sejak masih dalam kandungan,
yaitu hak mutlak.. Hak mutlak adalah hak yang diperoleh/sudah melekat pada diri
manusia. Disamping hak mutlak manusia juga mendapatkan hak nasab, yaitu hak
tidak melekat pada diri seseorang sehingga hak tersebut hanya menjadi

kewenangan dilihat dari aspek anak - anak sebagai generasi penerus justru lebih

* Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, him. 6.



banyak memerlukan perhatian dibandingkan kelompak umur dewasa laju
pembanguan suatu negara ditentukan oleh mereka. Tapi saat ini hak - hak mereka
tidak didengar. Selama ini aspirasi mereka selalu dikebelakangkan, karena
dianggap warga negara kelas dua yang tidak mengerti apa-apa. Padahal anak -

anak usia sekolah sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk.

Sejak tahun 1954 hingga hari ini, jumlah negara yang menyelenggarakan
peringatan hari anak sedunia telah meningkat dari 50 menjadi 150 negara. Melalui
peringatan tersebut masalah yang dihadapi anak-anak di dunia menjadi bahan
perhatian bagi negara-negara, organisasi dan lembaga-lembaga internasiaonal.
Melalui peringatan itu juga berbagai sumber mengajukan laporan data statistik
terbaru mengenai keadaan anak-anak, masalah dan kesulitan yang mereka hadapi

serta kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam agama Islam, anak-anak memiliki hak - hak khusus, Islam bahkan
menggolongkan pendidikan anak yang benar sebagai ibadah. Tidak hanya itu,
pandangan kasih sayang juga terhitung sebagai amal kebajikan. Menghormati
kedudukan anak dan kemuliaan anak - anak dianggap perlu di setiap situasi dan

kondisi.

Salah satu kelebihan Islam ialah selain menyodorkan undang-undang dan
metode juga menyuguhkan teladan hidup Nabi Muhammad SAW, beliau sangat
menghormati hak - hak anak dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang.
Setiap anak berhak untuk dianggap sebagai individu bebas yang mempunyai hak -

hak. Anak-anak berhak untuk memiliki keluarga, tempat tinggal dan juga berhak



atas pendidikan yang diinginkannya. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 1,8 juta
pekerja anak, 2,7 juta anak yang terlantar, lebih dari 50 ribu anak yang berkeliaran
di jalanan. Di Indonesia, telah terjadi kecenderungan bahwa anak - anak semakin
banyak dipekerjakan di bidang pariwisata, terutama di pantai- pantai, dan sering
mendapat pelecehan seksual. Anak-anak memang selalu tidak dianggap penting.
Apalagi hak-haknya. Tampaknya para wakil rakyat tidak begitu peka dengan
masalah perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi di media -

media elektronik.

Bahkan masyarakat pun salah menginterpretasikan ajaran agama. Selain
anak - anak, perempuan pun ikut menjadi korban ketidakadilan yang
mengatasnamakan agama. Masalahnya, orang-orang itu menafsirkan syariat dan
ajaran Islam secara serampangan. Mereka hanya berlindung di balik ayat- ayat

yang ditafsirkan secara keliru.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) No. 46/PUU-VI111/2010 tanggal 17

Februari 2012 .

Anak yang dilahirkan di luar ' perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-
laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin

* https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4f7ae93da9a23/hubungan-perdata -
anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk Diakses pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2019
pukul :16:30 WIB.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata%20-%20%20%20%20anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata%20-%20%20%20%20anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk

pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK,
hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil
terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan

perkawinannya masih disengketakan.
3. Status anak menurut Figh

Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi
seorang seseorang anak karena nantinya akan menentukan hak - hak dan
kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya. Dalam wacana figh, ketika
seorang laki - laki mengadakan hubungan seksual dengan perempuan di
luar pernikahan yang sah kemudian terjadi kehamilan dari hubungan
tersebut maka langkah penyelamatan nasab anak tersebut dilakukan
dengan pernikahan antara laki - laki dan perempuan tersebut. Dalam hal
ini sangat terkait dengan hukum menikahi wanita hamil. Mazhab Syafi'i
menyatakan sah - sah saja dilangsungkan pernikahan dengan pasangan
zina sang perempuan tapi makruh hukumnya ‘untuk ‘berhubungan intim
sampai perempuan itu melahirkan.’> Mazhab Hanafi menyebutkan sah akad
nikahnya, namun haram berhubungan intim sampai dengan melahirkan
dan melewati masa nifas.® Sedangkan Hambali dan Maliki serta ulama

Madinah menyatakan secara tegas haram menikahkan pasangan tersebut

% Muhammad Jawad Mugniyah, Al Ahwal al-Syakhsiyyah a'la Mazahibil Al-Khamsnh, jilid
VI (Beirut: Dar al-'llm, Lil Malayin, t.th), hal. 601.

® Abi 'lsa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Suwarah, Al-Jami al-Shahih Wa Huwa Sunan al-
Turmudzi, "Kitab Nikah", bab "al Ja'a Fi a- Rajuli Yasytani al-Jariyata Wahiya Hamil", jilid.Ill
(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), hal.473.



dan menunggu sampai melahirkan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengenai pendapat
para ulama tentang status hukum akad wanita hamil akibat zina maka
selanjutnya akan terkait dengan masalah ada tidaknya ‘iddah bagi wanita
hamil akibat zina, sehingga akan terdapat perbedaan pendapat diantara

para ulama.

Umumnya mereka konsisten dengan pendapatnya, baik yang
berpendapat wanita hamil akibat zina itu wajib 'iddah maupun tidak,
namun sebagian ulama Hanafiyah (Abu Hanifah) kurang konsisten,
dimana setelah meyakini bahwa akad nikah bagi wanita hamil akibat zina
hukumnya sah, keduanya berpendapat bahwa wanita tersebut tidak boleh
disetubuhi, padahal salah satu tujuan dari akad adalah untuk menghalalkan
persetubuhan. Bahkan arti nikah sendiri bagi para ahli ushul Hanafiyah

adalah "setubuh".

Dalam kehati - hatian, yang paling hati - hati tentunya para ulama
dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melarang wanita hamil
akibat zina melakukan pernikahan, bahkan Hanabilah mewajibkan

bertobat sebelum melangsungkan akad nikah.’

Tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan
nasab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam

Al-Qur'an surat an-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

’ Al-Basri, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, Al-Mawardi, al-Nukad wa al-
‘Uyun: Tafsir al-Mawardi, ed. Ibn 'Abd al-Rahim, jilid.IV (Beirut: Dar al-Kutub al'llmiyyah-
Muassasah al Kutub al- Sagafiyah,t.th) hal. 74.
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“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan

cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari

nikmat Allah”.®

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan
hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dari pengertian
tersebut maka nasab dapat dihubungkan dengan darah dan perkawinan

yang sah.

Semua anak yang dilahirkan di dunia ini, baik itu sebagai anak
kandung, anak angkat, anak zina mempunyai kedudukan tersendiri.
Adanya kedudukan tersebut mempengaruhi dalam menentukan perwalian,

nasab, warisan dan hadhanah.

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, perspektif figh dan
menjelma menjadi kesepakatan dalam hukum Islam bahwa anak luar nikah

tidak dianggap sebagai anak sah karena itu berakibat hukum:

a. Tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri

ibunya secara tidak sah. Secara yuridis formal ayah tidak wajib

8 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah Al-Qur’an, 2004), hlm. 275.



memberikan nafkah meski secara biologis dan geneologis anak itu
adalah anaknya sendiri.

b. Tidak saling mewarisi sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya
hubungan nasab, antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri
ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu
sama lain.

c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah pada dasarnya nasab
anak luar nikah dihubungkan dengan ibunya ketika suami dari ibunya
menolak anak tersebut, sesuai dengan hadis nabi:

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata : Telah bersabda Rasulullah
SAW: Anak itu adalah haknya pemilik ranjang dan pezinanya adalah
penyesalan (H.R. Jamaah kecuali Abu Dawud).

Maka berdasarkan hadits tersebut menurut jumhur anak itu tidak
dinasabkan pada ayah biologisnya meski ayahnya mengatakan itu adalah
anaknya.®

Hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU No 1 tahum 1974
pasal 43 ayat 1 “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, hubungannya dengan
pendapat Imam Syafi’i yaitu apabila anak mula’anah atau anak luar kawin
meninggal, maka hanya dari pihak ibunya beserta saudara perempuannya dari
pihak ibu yang berhak mewarisi hartanya. Sedangkan hubungan keperdataan anak

diluar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VI111/2010 “anak

% Cut Aswar, " Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo
dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet.lll (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1994), hal.68.
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yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki — laki sebagai ayahnya yang dapat
dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain
menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya”, hubungannya dengan Imam Hanafi yaitu kalau seorang wanita
yang hamil dikawinkan sebelum melahirkan meskipun perkawinannya dilakukan
sehari sebelum anaknya dilahirkan, maka laki — laki atau ayah biologisnya yang
menghamilinya mempunyai nasab terhadap anak tersebut.

Dengan uraian di atas tersebut, merupakan suatu hal yang penting untuk
membahas mengenai hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut undang -
undang dan putusan mahkamah konstitusi sehingga para pihak dapat mengerti
secara jelas mengenai aturan terhadap hubungan keperdataan anak diluar kawin
ini. Oleh karena itu, maka penulis memilih skripsi dengan judul “Hubungan
Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-
V111/2010”.

B. Rumusan Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan
ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini
lahir melalui proses yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari situasi dan
kondisi politik hukum yang ada pada satu itu. Kondisi sosial yang semakin terus
berkembang memunculkan berbagai tantangan dan seruan perubahan hukum

perkawinan terutama karena desakan modernisasi. Karena itu, hukum Islam
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sebagai bagian dari hukum nasional perlu memberikan perubahan signifikan

terhadap hukum perkawinan dalam masa sekarang ini.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih jelas, maka penulis

merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut
UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII1/2010 Tentang
Perkawinan?

3. Bagaimana Relevansi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan
Pasal 43 Ayat 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
46/PUU-VII1/2010 Tentang Perkawinan Dengan Pendapat Imam
Syafi’i dan Imam Hanafi?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka tujuan penelitian yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ini yaitu:

1. Mengetahui Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut
UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 43 Ayat 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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2. Mengetahui Hubungan Keperdataan Anak Diluar Kawin Menurut
Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Tentang
Perkawinan.
3. Mengetahui Relevansi UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2
dan Pasal 43 Ayat 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi  46/PUU-VI111/2010 Tentang Perkawinan dengan
Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini
adalah:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui
bagaimana hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut UU
NO. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK 46/PUU-V11/2010.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran ; terhadap / tuntutan . dinamika. keilmuan, terutama
pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran
a. Tinjauan Pustaka
Tak ada ilmu tanpa dasar, dan tak ada pengetahuan tanpa ilmu.
Dengan ini penulis terlebih dahulu memaparkan. Literatur-literatur yang

telah ada sebelumnya dan tidak keluar dari konteks pembahasan,
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dengan ini beberapa literatur yang akan di muat dalam tugas akhir

yakni:

1. Banyak defenisi yang telah dijelaskan dalam beberapa literatur figh
yang berkaitan dengan faraidh. Mengingat banyaknya defenisi yang
disuguhkan, dalam tulisan ini hanya memuat beberapa pengertian
yang dapat mewakili dari keseluruhan defenisi mawaris itu sendiri.
Salah satunya yaitu menurut Wahbah Zuhaili, menurut dia, faraidh
atau mawaris ialah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang
berkaitan dengan pembagian harta warisan yang meliputi bagian
yang telah ditentukan.’® Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa nasab
seorang anak terhadap ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi
kelahiran, baik yang syar’i maupun tidak. Adapun nasab seorang
anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang
shahih, atau wathi’ syubhat (persetubuhan yang samar status
hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri, di dalam Islam sering
disebut . sebagai : istilhaq - (pengakuan terhadap seorang anak).
Kemudian beliau menambahkan bahwa Islam telah menghapus
hukum adat yang berlaku pada zaman jahiliah terhadap nasab anak

zina.

19 Wahbah Zuhaili, “Figh Islam Waadillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan,
(terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 165.
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2. Penelitian yang berhubungan dengan judul diatas ialah saudara
Ridho Akmal Nasution'! “Dampak Putusan Mahakamah Konstitusi
No. 46/PPU-VI111/2010 tentang status anak luar nikah prespektif
Hukum Islam dan hukum positif”. Dimana dalam skripsinya
membahas tentang status anak luar nikah pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, pandangan hukum Islam dan positif terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi, serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi.
Pengertian anak luar nikah/kawin menurut Undang-Undang No. 1
Tahunl1974 tentang perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari
akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak
dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini
dilarang oleh pemerintah maupun Agama. Dalam praktik hukum
perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1)
apabila orangtua salah satu atau keduanya masih terikat dengan
perkawinan ini, kemudian mereka melakukan hubungan seksual
dengan - wanita. atau pria- lain. yang ' mengakibatkan hamil dan
melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan
anak luar kawin, (2) apabila orangtua anak di luar kawin itu masih
sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan
hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah.
Keduanya sangatlah berbeda, anak zina dapat diakui oleh orangtua

biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orangtua

1 Ridho Akmal Nasution tahun 2013, Peradilan Agama, dengan judul “Dampak Putusan
Mahakamah Konstitusi No. 46/PPU-VI111/2010 tentang status anakluar nikah prespektif hukum
Islam dan hukum positif”, (Jakarta: UIN Jakarta), 2014.
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biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat
dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. seksual dan
hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak luar nikah.
Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orangtua
biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orangtua
biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat
dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya.

3. Abdul Latif Prabowo Wijayandra? tahun 2012, Peradilan Agama,
dengan judul skripsi “Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan
Mahakamah Konstitusi No0.46/PPU-VIII/2010”, dimana dalam
pembahasan skripsi tersebut membahas tentang perlindungan anak
luar nikah pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara
waris anak luar nikah tidak mendapat waris karena hakim beralasan
putusan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih belum ada
peraturan; pelaksanaannya sehingga terdapat kekosongan hukum,
maka hakim melandaskan putusan berdasarkan poin-poin lain yang
berkaitan pada putusan tersebut.

4. Adi Guna Sakti*® tahun 2014, “Hak waris anak di luar nikah pasca

putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010 (Analisis

12 Abdul Latif Prabowo Wijayandra tahun 2012, Peradilan Agama, dengan judul skripsi,
Perlindungan Anak Luar Nikah (Putusan Mahakamah Konstitusi No.46/PPU-V111/2010, (Jakarta:
UIN Jakarta, 2016).

3 Adi Guna Sakti tahun 2014, Peradilan Agama, dengan judul skripsi, “Hak waris anak di
luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-V111/2010 (Analisis Putusan No.
0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”, (Jakarta: UIN Jakarta, 2014).
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Putusan No. 0156/Pdt.P/2013/PA.JS)”. Skripsi ini menjelaskan

sebagian putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Hukum Islam merupakan lembaga sakral, maka kedudukan anak

yang lahir dari atau akibat di luar perkawinan yang sah jelas
memiliki perbedaan, seperti dalam hak waris, hak wali nikah bagi
anak perempuan. Sangat tidak adil apabila seorang anak karena
kesalahan ibu dan bapak biologisnya harus menanggung beban
dengan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Berdasarkan
telaah pustaka terhadap beberapa literatur yang ada, maka skripsi ini
berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada.

Belum ada yang membahas terkait hak waris anak yang lahir di luar

nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam tinjauan disiplin

IImu Hukum Islam.

b. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka teori yang
relevan dengan pembahasan ini, yaitu teori berdasarkan UU Putusan MK
dan pendapat para fugoha yang diantaranya :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa
ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan
merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari
agama yang dianut suami isteri.

Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata

untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi
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dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun,
aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian
suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia.

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang
kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 Ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Mahkamah ini berwenang mengadili perkara konstitusi pada
tingkat pertama dan terakhir mengenai permohonan uji materi terhadap
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) No. 46/PUU-VIII/2010
tanggal 17 Februari 2012 .Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya.

Dalam hukum Islam sendiri telah mendefinisikan mengenai

perkawinan. Secara etimologi, nikah dalam bahasa Arab artinya adalah
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mendekap atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi, nikah adalah
akad atau kesepakatan yang ditentukan oleh syara’ yang bertujuan agar
seorang laki-laki memiliki keleluasaan untuk bersenang-senang dengan
seorang wanita dan menghalalkan seorang wanita untuk bersenang-senang
dengan seorang laki-laki.

Menurut pengertian fugaha, perkawinan adalah agad yang
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl
nikah.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang
umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang
lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa
dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam
dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak
empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

F. Langkah-Langkah Penelitian
1. Metode Penelitian
Metode penelitian utama yang peneliti lakukan yaitu
dengan menggunakan teknik pustaka (library research), dimana
penelitian ini ditekankan pada penelusuran juga penelaahan pada
buku-buku juga literatur-literatur yang ada kaitannya dengan

hubungan keperdataan anak diluar nikah menurut UU.No.1 Tahun
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1974 tentang perkawinan dan putusan mahkamah konstitusi

46/PUU-V111/2010.

2. Jenis Penelitian

Yang dilakukan dalam penelitian kali ini peneliti
menggunakan sifat kualitatif. Sifat kualitatif ini merupakan
sekumpulan data yang dihasilkan dari berfokus kepada ciri-ciri,

sifat, mutu objek atau subjek yang pastinya bersangkutan.

3. Sumber Data

a.

Sumber data adalah keterangan yang berasal dari buku -
buku, dokumen - dokumen, baik dalam bentuk ebook atau dalam
bentuk lainnya dimana memiliki kegunaan untuk keperluan
penelitian tersebut.

Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
objek yang bersangkutan atau yang diteliti. Data penelitian ini,
diperoleh langsung dokumen - .dokumen yang, meliputi UU No. 1
Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-
VI111/2010.

Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk
jadi, sumber sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku
tulisan atau karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan

penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu
melalui penelusuran peraturan perundang - undangan, dokumen -
dokumen maupun buku - buku, serta karya ilmiah lainnya yang sesuai

dengan objek yang akan diteliti.

Maksudnya secara garis besar yang diperoleh data ini bersumber
dari dokumen - dokumen, dimana data ini di jadikan sebagai data
primer, selain itu berhubung penelitian ini bersifat komparatif dimana
mengambil pandangan UU. No 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi 46/PUU-VI11/2010 sebagai sumber primer, sedangkan data
sekunder bersumber dari karya - karya dan literatur yang berhubungan
dengan tema pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Pada analis penelitian ini, setelah terkumpul data maka penulis

menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif-analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan
memaparkan tentang hubungan keperdataan anak diluar kawin
menurut UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan
putusan mahkamah konstitusi 46/PUU-V111/2010.

b. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif,
yaitu proses pendekatan yang berangkat dari khusus, yaitu

pemaparan hubungan keperdataan anak diluar kawin menurut



21

UU.No.1 Tahun 1974 terlebih dahulu di lanjutkan dengan
penjelasan yang bersifat umum.

Komparatif, yaitu membandingkan antara hubungan
keperdataan anak diluar kawin menurut UU.No.1 Tahun 1974

dan Putusan MK. 46/PUU-VI111/2010.



